WALIKOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR 7¢* TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 21 TAHUN 2012
TENTANG TATA LAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAMYE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Peraturan Dacrah Kota Metre Nomor
24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daecrah Kota Metro, maka dipandang perlu
dilakukan Perubahan Atas Peraturan Walikota Metro Notnor
21 Tahun 2012 tentang Tala Laksana Pemungutan Pajak

Reklame;

b. bahwa untuk melaksanakan scbagaimanz dimaksud huruf a
di atas maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Meiro Nomor 21 Tahun
2012 tentang Tata Laksana Pemungutan Pajak Reklame;

Mengingar : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajuk dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3987);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Dati I Way Kanan, Kabupaten Dati
Il Lampung Timur dan Kotamadya Dati Il Metro (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3825); '

3. Undang-Undang Nomor 17 Tzhun 2003 tentang Keuangan
Megara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambshan Lembaran Negara Rcpublik Indoncsia
Nomor 4286},



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendabaraan  Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indenesia Nomor 4353);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 teniang
Perimbangan  Keuangan Anlara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Numor 28 Tahun 2009 {entang Pajak
Dacrah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoncsia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ienlang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014  teniang
Pemerintahan Daersh [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) schagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679},

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administirasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 292);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 ‘Tahun 2005 tentang
Pengeiolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negaras Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tala
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemunguran
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Pemcrintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penelapan Kepala
Daerah alau dibayar scndini oleh Wajib Pajak (Lemiburan
Negara Republik Tndonesia Tahun 2010 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor
5179);

. Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nummor 13 Tahun 2006

tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 1;



Menectapkan

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Pokok-Polcok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Paerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01});

16. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012
Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mctro Nomor
02) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2017
(Lemmbaran Daerah Kota Metro Tahun 2017 Nomor |,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Melro Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 21 TAHURN 2012
TENTANG TATA LAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.,

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Metro Nomor 21
Tahun 2012 tentang Tata Laksana Pemungutan Pajak Reklame
(Berita Daerah Kota Mctro Tahun 2012 Nomor 21, Tamhbahan
Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 2 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan 35 diubah, schinpea
keseluruhan Pasal 1 berbunvi sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini vang dimaksud dengzan :
i. Daerah adalah Kota Mctro.
Pemenntah Daerah adalah Pemerintah Kota Metro.
Walikola adalah Walikola Metro.
Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Metro.
Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Kota Metro.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
Perpajakan Daerah sesual dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

LRSI SN

7. Pemenk&a Pajak adalah Pejabat dan/atau Pegawail yang
diberi tugas untuk melaksanakan pemenksaan dibidang
perpajakan daerah seuai ketentuan Peraturan Dacrah.

8. Juru Tagih Pajak wyang sclanjutnya disebut Juru Tamh
adalah Pejabat dan/atau Pegawail vang diberi tugas untuk
melaksanakan penagihan pajak sesual ketehntuan Peraturan
Daerah.
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Fajak Daerah yang sclanjuinya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib
kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifal
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan udak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi
sebesar-besarmya kemakmuran rakyat.

Badan adalah selumpulan orang danjatau medal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha
melipuli perseroan terbatas, perseroan komanditer, persercan lamnnya,
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMID)
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana
pensiun, persekutuan perkumpulan, yayasan, organisasi muassd, organisasi
sosial politik, atan erganisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektor dan bentuk usaha tetap.

Penetapan seccara Offictal Assesment adalah wajib pajak memenuhi
kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Walikota.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

Reklame adalah badan, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak
ragamnya  dirancang untuk lyusn  komersial | memperkenalkan,
menganjurkan, mempromosikan dan unluk menarik perhalian umum
ternadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca,
didengar, dirasakan, dan/atau dimikmat oleh umum.

. Penyelengara Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang hertindak

untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain vang
menjadi tanggung jawabnya yang menyelenggarakan reklame,

Kendaraan adalah kendaraan bermotor dan tidak bermotor.,

Pendataan Potensi Pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
menemukan, mengumpulkan dan mengolah data usaha dan/alau aktivitas
penyelenggaraan pajak yang belum terdaftar sebagai Objek Pajal.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada
Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpgjakan daerah
vang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak
Dacrah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajukannya.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi Pembayar Pajak,
Pemotong Pajak dan Pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan scsuai dengan ketentuan perpajakan daerah.

Pecnanggung Pajak adalzh orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab
atas pembayaran pajak, tcrmasuk wakil yang menjalankan hak dan
memenuhi kewajiban wajib pajak menurui ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.

Masa Pajak adalah janglka walchy 1 (satu} bulan kalender atan jangkas waltu
lain yang diatur dengan peraluran walikela paling lama 3 (tiga) bulan
kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor
dan melaporkan pajak yang terutang.

. Tahun Pajek adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender,

kecuall bila Wajib Pajak menggunakan buku yang tidak sama dengan tahun
kalender.

Pajak yung terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suann saat
dalaun Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak
sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.
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Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulail dar penghimpunan
data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang ferulang
sampal kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan
penyetorannya.

Surat Setoran Pajak Daerah, yvang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukn
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas dacrah
rmelalul tempat pembayaran yang ditinjuk oleh Walikota.

5. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jurnlah pokok pajak yang
terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang sclanjutnya disingkat STPD adalah surat
untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa
bunga dan fatau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan talis, kesalahan hitung, dan/stau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan tertentu  dalam  peraturan perundang-undangan  perpajakan
dacrah yvang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terulang, Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Suratl
Ketetapan ajak Dacrah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan
Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Sural Keputusan
Keberatan.

Surat Keputusan Keberalun adalah surat keputusan atas xeberatan
terhadap Surat Pemberitahuan Pajak ‘Terutang, Surat Ketetapan Pajak
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketciapan Pajak Dacrah Nihil, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebinh Bayar, atau terhadap pemotongan atan
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Keputusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding
terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan Wajib Pajak.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur
untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta,
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harta perolehan dan
penyerahan barang atau jasa, yvang ditutup dengan menyusun laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugl untuk periode Tahun Pajak
tersebut.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimmpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objekll dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk mengug
kepaluhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Metro.

Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi
sebagai berikut !

(1]
(2)

Pasal 2
Pajak Reklame ditetapkan oleh Walikota (Official Assesment).

Penetapan Pajak Reklame ditetapkan dengan Surat Ketelapan Pajak Daerah

(SKPD).
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(3) Penetapan SKPD sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas ditandatangani oleh
Kepala Badan atas nama Walikota.,

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyl sebuagal
berikut :

Pasal 3

Pemungutan Pajak Reklame dilaksanakan oleh Badan yang merngelola Pajak
Daerah.

Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi
sebagai berikaat :

Pasal 10
(1) Wajib Pajak berhak memperoleh informasi atas besaran dan tatacara

perhitungan pajak yang dilakukan Petugas Pajak.

(2) Wajib pajak berhak memperoleh Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat
Setoran Pajak Daerah seielah melakukan pembayaran pajak.

(3} Wajib Pajak membayarkan pajaknya kepada Bendahara Penerima Badan.

Kerentuan dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) diubah, schingga keseluruhan
Pazal 11 herbunyi sebagai berikuat :

Pasal 11

(1) Wajib Pajak dapat diberikan keringanan pembayaran pdjaknya secara
angsuran.

(2) Pelaksanaan pembayaran angsuran pajak diberikan oleh Walikota selelah
memperoleh saran dan masukan dari Kepala Badan.

(3) Kepala Badan memberikan saran dan masukan kepada Walikota setelah
melakukan evaluasi atas permohonan tertulis diatas matcrai yang diajukan
oleh Wajib Pajak. :

Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Walikota sccara jabatan dan/atau atas permohonan Wapnb Payjak atau
Penangeung Pajak dapat menetapkan pengurangan atau  penghapusan
sunksi administralil berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang
vang terdapat pada SKPDKB, SKPDKBT dan/atau STPD dalam hal sanks
tersebut dikenakan karena kekhilafan Wanb Pajak atau bukan karena
kesalahannya.



(2)

(4)

Pengajuan permohonan pengurangan aldu  penghapusan  sanksi
administratil atas SKPDKB, SKPDKBT dan/atau sebagaimana dimalksud
pada avat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada
Walikota melalui Kepala Badan paling lama 30 (tiga puluh) hari scjak tanggal
diterimanya Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan dengan
memberikan alasan yang jelas.

Pengajuan pengurangan atau penghapusan sebagaimana dimaksud pada
avat (2) tidak menunda pembayaran pajak dan berkas pengajuan hanya
dapat dipertimbangkan apabila dilampiri Sural Setoran Pajak Daerah
(SSPD).

Walikota telah memberikan keputusan atas permochonan pengurangan alau
penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) bulan sejak sural permohonan diterima.

Ketentuan Pasal 15 ayat (4) diubah, schingga kescluruhan Pasal 15 berbunyi
sebagail berikut :

(1)

(4)

Pasal 15

Petugas Pajak dapat melalkukan pemeriksaan dan pemantauan secars
berkala lerhadap Objek Pajak Reklame dalam wilayah Kota Metro.

Wajib Pajak, wajib memberikan kesempatan kepada Petigas Pajak untuk
melakukan pemeriksaan lapangan.

Pemeriksaan sebagaimana dim'aksucl pada ayvat (1) dan avat (2) adalah :
a. Pemeriksaan yang berkaitan dengan catatan, buku dan dokumen lain
vang berkaitan dengan Objek Pajak.

b. Wajib Pajak, wajib memberikan izin memasuki tempat atau ruangan
vang dianggap perlu dan memberikan keterangan guna kelancaran
pemeriksaan.

Petugas Pajak yang ditunjuk disertai identitas resmi dan dilengkapi dengan
sural perintah tugas dari Kepala Badan.

Kelentuan Pasal 16 diubah, sehingga kescluruhan Pasal 16 berbunyi seAgHl
berikut :

Pasal 16

Badan wajib melakukan Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya
Penlngfkatan pendapatan dacrah dari scktor Pajak Reklame yaitu sosialisasi,
intensifikasi, pembinaan dan penertiban pajalk dan perizinan reklame.



Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar scliap orang mengetahuinya, memennlahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.
Ditetapkan di Metro
pada tanggal 24 vk 2017

WALTKOTA METRO,

—— Tl

CHMAD PAIRIN

Mundanglkan di Metro
pada tanggal 2% u’uif 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

A N
\
A

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2017 NOMOR...D.0,

A.T.



